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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/M-DAG/PER/8/2014./2014

TENTANG

KETENTUAN UMUM VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa verifikasi atau penelusuran teknis merupakan
salah satu instrumen perdagangan yang mempunyai
peran penting dalam memastikan barang tertentu yang
akan diekspor, diimpor, dan diperdagangkan antar
pulau telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
verifikasi atau penelusuran teknis barang tertentu yang
akan diekspor, diimpor, dan diperdagangkan antar
pulau, diperlukan norma, standar, prosedur dan
kriteria yang bersifat umum mengenai verifikasi atau
penelusuran teknis di bidang perdagangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Ketentuan Umum Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Di
Bidang Perdagangan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014;
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9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di
Bidang Ekspor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN UMUM VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN
TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

3. Perdagangan Antar Pulau adalah kegiatan jual beli dan/atau
pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain atau dalam satu
pulau yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan laut.

4. Barang Tertentu adalah barang yang termasuk dalam kelompok barang
yang dibatasi ekspor, barang yang dibatasi impor, atau barang yang
dibatasi untuk diperdagangkan antar pulau.

5. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan
barang yang dilakukan oleh surveyor.

6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk
melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1) Terhadap Ekspor, Impor dan/atau Perdagangan Antar Pulau untuk
Barang Tertentu wajib dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis.

(2) Barang Tertentu yang wajib dilakukan Verikasi atau penelusuran
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
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Pasal 3

Menteri menetapkan kewajiban Verifikasi atau penelusuran teknis
terhadap Barang Tertentu dengan pertimbangan:

a. untuk memastikan bahwa barang yang akan diekspor, diimpor,
dan/atau diperdagangkan antar pulau telah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. untuk mendukung usaha pemerintah dalam:

1. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan,
tumbuhan, dan lingkungan hidup;

2. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk
produksi dan konsumsi;

3. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;

4. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri
pengolahan di dalam negeri;

5. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri;
dan/atau

6. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau
sumber daya alam.

Pasal 4

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis terhadap Barang Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Surveyor yang
ditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai
Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri atau kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara transparan, akuntabel dan obyektif.

Pasal 5

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran
teknis terhadap Barang Tertentu, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);

b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi
Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;

c. memiliki pengalaman melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis
barang sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan


